
 
 

 
 

 
 
 

 
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEHUTANAN NOMOR P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 TENTANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DI PROVINSI 
KEPADA KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION DAN 

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SELAKU KOORDINATOR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih 
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab, perlu mencabut Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang 
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Sebagai  Pengguna 
Anggaran/Barang di Provinsi kepada Kepala Pusat 

Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala Unit 
Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator 
karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

hukum dan kebutuhan organisasi; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 
Pencabutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 
5/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai 

Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi kepada Kepala 
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan 

Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku 
Koordinator; 
 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 209); 

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
756); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 

tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
472); 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan           : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
NOMOR P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN 
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DI 

PROVINSI KEPADA KEPALA PUSAT PENGENDALIAN 
PEMBANGUNAN EKOREGION DAN KEPALA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SELAKU 
KOORDINATOR. 

 

Pasal 1 
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Pengguna 

Anggaran/Barang di Provinsi kepada Kepala Pusat 
Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala 
Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku 

Koordinator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 811), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
     
            Pasal 2 

 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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